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BUPATI KUNINGAN 
PROVINSI JAWA BARAT 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  KUNINGAN 

NOMOR 5 TAHUN  2023 

TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2024 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KUNINGAN, 

Menimbang :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; 

Mengingat : 1. 

 

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945;  

  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan 
Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 
14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 

  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
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Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 

  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 799); 

  9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2022 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kuningan Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan 
Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 2); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN 

dan 

BUPATI KUNINGAN 

MEMUTUSKAN: 
 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024. 

 
Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Kuningan. 

2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang 
memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang 
dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai 
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang 
bersangkutan. 

5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai 
pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang 
bersangkutan. 
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6. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali 
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun 
anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran 
berikutnya. 

7. Pinjaman Daerah adalah pembiayaan utang Daerah yang diikat dalam 
suatu perjanjian pinjaman dan bukan dalam bentuk surat berharga, 
yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima 
manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga Daerah tersebut 
dibebani kewajiban untuk membayar kembali. 

8. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari 
transfer ke daerah yang dialokasikan berdasarkan persentase atas 
pendapatan tertentu dalam anggaran pendapatan dan belanja negara 
dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan 
tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan 
daerah, serta kepada Daerah lain non penghasil dalam rangka 
menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan 
pemerataan dalam satu wilayah. 

9. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah bagian 
dari transfer ke daerah yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi 
ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar-
daerah. 

10. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah bagian 
dari transfer ke daerah yang dialokasikan dengan tujuan untuk 
mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang 
menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan 
publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah. 

 

 

Pasal 2 

(1) APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan 
Pembiayaan Daerah. 

(2) APBD Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp 

Rp2.983.043.827.322,00 00 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja 
Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut: 

a. Pendapatan Daerah  Rp2.890.528.079.632,00 

b. Belanja Daerah   Rp 2.981.043.827.322,00 

Defisit                          Rp(90.515.747.690,00.) 

c. Pembiayaan Daerah 

1. penerimaan Pembiayaan  Rp92.515.747.690,00 

2. pengeluaran Pembiayaan    Rp2.000.000.000,00 

 Pembiayaan netto         Rp90.515.747.690,00. 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan Rp0,00(Nol rupiah) 
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Pasal 3 
 

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan 
sebesar Rp2.890.528.079.632,00  yang bersumber dari: 
a. pendapatan asli daerah;   
b. pendapatan transfer; dan   
c. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.  

 
 

 
 

Pasal 4 
(1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp438.997.676.859,00, yang 
terdiri atas : 

a. Pajak daerah; 

b. Retribusi daerah; 

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
direncanakan sebesar Rp212.980.000.000,00. 

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
direncanakan sebesar Rp32.173.592.000,00. 

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar 
Rp8.004.650.000,00. 

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp185.839.434.859,00. 

 
 

Pasal 5 
(1) Pendapatan Transfer direncanakan sebesar Rp2.408.332.838.836,00 

terdiri atas: 

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan 

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah. 

(2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.246.697.102.000,00, 
berasal dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Fiskal dan Dana Desa; 

(3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf b direncanakan sebesar Rp161.635.736.836,00, berasal dari 
Pendapatan Bagi Hasil. 

 

 

                                      Pasal 6 

(1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp43.197.563.937,00 yang 
terdiri atas: 

a. pendapatan hibah; 

b. pendapatan darurat; dan 
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c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
direncanakan sebesar Rp0,00. 

(3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
direncanakan sebesar Rp0,00. 

(4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
direncanakan sebesar Rp43.197.563.937,00. 

 

 

Pasal 7 
 

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar 
Rp2.981.043.827.322,00yang terdiri atas : 
 

a. belanja operasional;   
b. belanja modal;   
c. belanja tidak terduga; dan   
d. belanja transfer.   

 
Pasal 8 

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
huruf a direncanakan sebesar Rp2.280.433.104.372,00 yang terdiri 
atas : 

a. belanja pegawai; 

b. belanja barang dan jasa; 

c. belanja bunga; 

d. belanja subsidi: 

e. belanja hibah; dan 

f. belanja bantuan sosial. 

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
direncanakan sebesar Rp1.406.973.642.984,00. 

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
direncanakan sebesar Rp761.927.399.138,00. 

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
direncanakan sebesar Rp0,00. 

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 
direncanakan sebesar Rp0,00. 

(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 
direncanakan sebesar Rp104.214.965.250,00. 

(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
f direncanakan sebesar Rp7.069.862.000,00. 
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Pasal 9 

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf 
b direncanakan sebesar Rp198.978.312.526,00 yang terdiri atas : 

a. belanja modal tanah; 

b. belanja modal peralatan dan mesin; 

c. belanja modal bangunan dan gedung; 

d. belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan; 

e. belanja aset tetap lainnya; 

f. belanja aset lainnya. 

(2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a direncanakan sebesar Rp23.200.000,00. 

(3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 59.887.871.599,00. 

(4) Belanja Modal Bangunan dan Gedung sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp103.940.547.080,00. 

(5) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp15.258.121.000,00. 

(6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp19.309.126.812,00. 

(7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf f direncanakan sebesar Rp559.446.035,00. 

 
 

Pasal 10 
 

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00. 
 
 

Pasal 11 

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
huruf d direncanakan sebesar Rp491.879.645.424,00 yang terdiri 
atas : 

a. Belanja bagi hasil; dan 

b. Belanja bantuan keuangan. 

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
direncanakan sebesar Rp18.669.123.424,00. 

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b direncanakan sebesar Rp473.210.522.000,00. 

 
 

Pasal 12 
 

Anggaran Pembiayaan daerah direncanakan sebesar 
Rp92.515.747.690,00 yang terdiri atas : 
a. penerimaan pembiayaan; dan 
b. pengeluaran pembiayaan. 
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Pasal 13 

(1) Anggaran penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp92.515.747.690,00, yang 
terdiri atas : 

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya; 

b. Pencairan Dana Cadangan; 

c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; 

d. penerimaan pinjaman daerah; 

e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan 

f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 
sebesar Rp71.415.747.690,00. 

(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b direncanakan sebesar Rp21.100.000.000,00. 

(4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00. 

(5) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf d direncanakan sebesar Rp0,00. 

(6) Penerimaan kembali pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00. 

(7) Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
f direncanakan sebesar Rp0,00. 

 

Pasal 14 

(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 yang 
terdiri atas : 

a. pembentukan dana cadangan; 

b. penyertaan modal daerah; 

c. pembayaran cicilan pokok Utang yang Jatuh Tempo; 

d. Pemberian Pinjaman Daerah; 

e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan 

f. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a direncanakan sebesar Rp0,00. 

(3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00. 

(4) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo yang Dipisahkan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan 
sebesar Rp0,00. 
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(5) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf d direncanakan sebesar Rp0,00. 

(6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00. 

(7) Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
f direncanakan sebesar Rp0,00. 

 
 

Pasal 15 

(1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran 
Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar 
Rp(90.515.747.690,00). 

(2) Pembiayaan   neto   yang   merupakan   selisih   penerimaan 
pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar 
Rp90.515.747.690,00. 

 
Pasal 16 

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah 
Daerah Kabupaten dapat melakukan pengeluaran yang belum 
tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang 
ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukan 
dalam Perubahan APBD Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2024, 
dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati 
tentang Penjabaran APBD Kabupaten Kuningan, dan pemberitahuan 
kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan 
Realisasi Anggaran (LRA).  

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 

a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau 
kejadian luar biasa; 

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau; 

c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan 
pelayanan publik. 

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 

a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang 
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; 

b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat 
wajib; 

c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah 
dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan 
perundang-undangan; dan/atau 

d. pengeluaran  daerah lainnya  yang apabila ditunda akan 
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah 
dan/atau masyarakat. 
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Pasal 17 
 

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum 
dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Daerah ini, terdiri dari: 

a.  Lampiran I : Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut 
Kelompok Dan Jenis Pendapatan, Belanja, 
Dan Pembiayaan 

b.  Lampiran II : Ringkasan APBD Yang Diklasifikasikan 
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Dan 
Organisasi 

c.  Lampiran III : Rincian APBD Menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, 
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis 
Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan 

d.  Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, 
Kegiatan Beserta Hasil Dan Sub Kegiatan 
Beserta Sub Keluaran 

e.  Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk 
Keselarasan Dan Keterpaduan 

f.  Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM 

g.  Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD/RPD 
dengan Rancangan APBD 

h.  Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub 
Kegiatan pada RKPD dan PPAS  

i.  Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan 
Prioritas Provinsi dengan Program Prioritas 
Kabupaten/Kota 

j.  Lampiran X : daftar jumlah pegawai per golongan dan per 
jabatan 

k.  Lampiran XI : daftar Piutang Daerah 

 
 

 

Pasal 18 

Bupati Kuningan menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional 
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Pasal 19 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Kuningan. 

Ditetapkan di Kuningan 
pada tanggal 

Diundangkan di Kuningan 
pada tanggal 

ERAH 

INGAN, 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2023 NOMOR 

NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN, PROVINSI JAWA BARAT 

( ) 

u s e r
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